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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Barito Utara Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
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Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 
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21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara 

dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1842); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459);  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 

2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1540);  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114);  
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

288); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

34);  

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); 

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
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Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

102); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 80); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Namor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 

Tahun 2019 tentang  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 

Tahun 2019 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 
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3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 3). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 

DAN 

BUPATI BARITO UTARA 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023. 

  Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 

2019 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Utara Nomor 1, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 

berpedoman pada : 

a. RPJMN 2015-2019; 

b. RPJMN 2020-2024; 

c. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-

2021; 

d. RPJPD Kabupaten Barito Utara 2005-2025; 

e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Barito Utara Tahun 2019-2039; dan 
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f. RPJMD Kabupaten sekitar. 
 

(2) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah sebagai 

landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah 

dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) 

tahun yang menggambarkan : 

a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih; dan 

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan 

pembangunan, dan program pembangunan 

yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

disertai dengan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. 

(3) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

  Pasal 5 
 

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

  BAB I : Pendahuluan; 

  BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

  BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; 

  BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis 

Daerah; 

  BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

  BAB VI : Strategis, Arah kebijakan dan 

Program Pembangunan Daerah; 

  BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan 

dan Program Perangkat Daerah; 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  

NOMOR     1    TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJM 

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut 

memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek 

Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas 

Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas 

kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro 

yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  

Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM 

Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ 

Lembaga dan RPJM Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Strategis 

Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 

Menteri.  

Dalam rangka mencapai visi dan  misi pembangunan jangka 

menengah daerah Kabupaten Barito Utara, maka harus berpedoman dan 

menyesuaikan dengan RPJMN yang telah ditetapkan.  Arah pembangunan 

jangka menengah daerah diarahkan untuk lebih memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 
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berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung 

oleh SDM yang berkualitas dan berdayasaing.  

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan 

awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM 

Nasional, kondisi lingkungan  strategis  di  daerah, serta hasil  evaluasi 

terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. maka Pemerintah 

Kabupaten Barito Utara perlu menyusun penyesuaian terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2018-

2023. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

 Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Angka 2 

 Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Angka 3 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 

2022 NOMOR 1 


